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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan 
pengelolaan kuangan pada Rumah Sak.it Umum Daerah 
Dokter Soedarso yang telah menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 
(PPK-SLUD), telah ditetapkan Peraturan Gubernur 
Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 
Pada Rumah Sak.it Umum Daerah Dokter Soedarso; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan 
dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka 
Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 
Soedarso, perlu dilak;ukan penyesuaian dan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sak.it Umum 
Daerah Dokter Soedarso; 
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3. Und ng-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
akit (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 

2009 Nomor 153, Tarnbahan Lcmbaran Ncgar R publik 
Indonesia Nomor 5044) s bagalmana telah dlubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang 
Cipta Kerja [Lcmbaran Ncgar Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambah n L mbaran Negara 
R publlk Indonesia Nomor 6573); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
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PERATURAN GUSERNUR TENTANG PERUSAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKJT UMUM 
DAERAH DOKTER SOEDARSO. 

MEMUTUSKAN : 

9. P rnturan Ment ri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
t ntan P mb ntukan Produk Hukum Daerah (Serita 
N tarn R publik Indonesia 'fahun 2015 Nomor 2036) 

bagnlmnna t luh dlubi h dcngan Pcraturan Menteri 
Dulnm N g rJ Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
I irubahan Ato Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

0 'I nhun io 15 tcntang P mb ntukan Produk Hukum 
I n rnh (U rttn Ncga n J< publik Indon sia Tahun 2019 
Nomor 157); 

10. r ruturnn M nterl I ulnm Ne(! ri Nomor 79 Tahun 2018 
t nrnng llndun Laynnan Umum Daerah (Serita Negara 
Rcpubllk lndon ·sfa Tuhun 2018 Nomor 1213); 

11. P raturan Do rah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
P ml> ntukon dim Su unan Pcrangkat Daerah Provinsi 
Kallmantan Barnt [Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan 

amt Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lernbaran Daerah 
Provlnsl Kalimantan Baral Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

13. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penatausahaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dolder 
Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Serita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 64); 

14. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2015 tentang 
Tata Kelola Penerapan Sadan Layanan Umum Daerah 
Pada Rumah Sa.kit Umum Daerah Dokter Soedarso 
(Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 
Nomor 69); 

15. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2021 tentang 
Tarif Layanan Pada Sadan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sa.kit Umum Daerah Dokter Soedarso (Serita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 
198); 
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( 1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara 
realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun 
anggaran. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) 
periode anggaran. 

Pasal 52 

3. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketujuh 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dan Prosedur Penggunaan 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

2. Ketentuan judul Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Be arnn prcscntase arnbang batas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. 

(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi: 
a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD 

tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; 
dan 

b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan 
prognosis tahun anggaran berjalan. 

(3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dicantumkan dalam RBA dan DPA. 

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 
catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas. 

(5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional 
dan dipertanggungjawabkan. 

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila 
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 9 diprediksi melebihi 
target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun 
yang dianggarkan. 

Pasul 20 

Beberapa ket ntuan dalam P ruturan Oubcrnur Nomor 67 Tahun 2015 ten tang 
P doman T knl P ng lolnan 1 mm mn adan Layanan Umum Daerah Pada 
Rumah Sakit Umum Do rah Dokt r oednrso ( crlta Da rah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2015 Nomor 67), diubnh s bagal b rikut: 

1. K t ntuan Po nl 20 dlubnh, s hlnz a Pasal 20 bcrhunyl sch gai berikut : 

Pa nJ I 
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(1) Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 
mendahului perubahan APBD dilakukan dengan perubahan RBA tanpa 
melakukan perubahan DPA. 

(2) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
sebelumnya dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub 
kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, 
dan/ atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang 
terdapat pada ringkasan RBA dan DPA. 

(3) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan 
selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan 
PPKD. 

(4) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya dilakukan sebelum perubahan APBD, maka 
perubahan RBA ditampung dalam Perda Perubahan APBD. 

(5) Perubahan RBA karena penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan 
selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan 
PPKD. 

Pasal 53 

4. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: 

(3) isa J bih p rhltun Rn an, aran BLUD scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dlgunaknn dalurn tahun anggaran berikutnya, kccuali atas 
P rintnh Oub rnur dis torkan s baglan atau scluruhnya ke kas daerah 
d n tan m imp rtlmban knn posl i llkuidltas dan rencana pengeluaran 
I LUD. 

(4) P manfnatnn I a J ,IJfh perhltungun nngg, ran BLUD daJam tahun 
nn mrun bcrlkutnyt • cbngulmunr dimuk ud pada ayat (3) dapat 
di iunuknn untuk m menu hi. I< ihutuhun llkuldltas. 

(5) l un nfuntnn I. n l hfh p rhltungun on uran OLU dalam tahun 
an ru nn b rlkutnyu s bugulmann dfmok ud pada ayat (3) yang 
di tunukan untuk m imblayal program d n k zlatan harus melalui 
m knni m J\P I . 

(6) P nnunfnatnn sisa Icbih perhitungan anggaran BLUD da1am tahun 
an or n b rikutnya eb galmana dlmaksud pada ayat (5) apabila 
dalam kondi i m nde ak dapat dilaksanakan mendahului perubahan 
APDD. 

(7) Krit ria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggaran pada 
tahun berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat. 
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SERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11 

HARISSON 

· SEKR TARIS DAERAH 
PRO NSI KALIMANTAN BARAT, 

Diundangkan di Pontianak 
pad a tanggal 'J. ~ d ()?....'L 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal f)J <J,J • d ~ 

A,QUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f 

Agar setiap orang m ng tahuinya, mcmerintuhkan pengundangan Peraturan 
Oub rnur ini d engan p in mpatnnnya dalarn Berita Da rah Provinsi Kalimantan 
Ba rat. 

Peraturan Oubernur ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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